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Dengan Hormat 

 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Sengketa PT Bangun Karya Pratama Lestari v 

Nine AM Ltd sehubungan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, 

dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”) 

 

1. Pengantar: The International Swaps and Derivatives Association, Inc. (“ISDA”)
1

 ingin 

mengundang perhatian anda kepada kekhawatiran signifikan yang muncul di antara anggota-anggota 

kami yang ditimbulkan oleh putusan di atas dan untuk mendorong penerbitan peraturan pelaksanaan yang 

sesuai sehubungan dengan Pasal 73 dari UU 24/2009 untuk mengklarifikasi penerapan UU 24/2009. 

Meskipun surat ini akan fokus kepada over the counter (OTC) derivatif, kami memahami bahwa putusan 

pengadilan tersebut dan kekhawatiran yang ditimbulkan oleh putusan tersebut adalah lebih luas dari OTC 

derivatif semata. 

 

2. Ringkasan UU 24/ 2009: UU 24/2009 mulai berlaku pada tanggal 9 Juli 2009. Pasal 31 

menyebutkan sebagai berikut: 

 

“(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan 

lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan 

warga negara Indonesia.  

 

                                                           
1 Sejak 1985, ISDA telah bekerja untuk membuat pasar OTC derivatif global yang aman dan efisien. Sekarang, ISDA memiliki 

lebih dari 800 anggota institusi dari 65 negara. Anggota-anggota tersebut mencakup anggota pasar OTC derivatif yang luas 

termasuk korporasi, manajer investasi, badan pemerintah dan supranasional, perusahaan asuransi, perusahaan energi dan 

komoditas, dan bank internasional maupun regional. Selain dari anggota pasar, komponen penting dari infrastruktur pasar 

derivatif juga menjadi anggota seperti bursa, lembaga penyelesaian transaksi dan penyimpanan dan juga firma hukum, firma 

akuntansi dan penyedia jasa lainnya. Informasi tentang ISDA dan kegiatan-kegiatannya tersedia dalam laman ISDA 

www.isda.org.  

http://www.isda.org/
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(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak 

asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.” 

 

Pasal 73 mewajibkan peraturan pelaksanaan untuk diterbitkan dalam waktu 2 tahun sejak penerbitan UU 

24/2009. Namun, sampai saat ini, belum ada peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan. 

 

3. Klarifikasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Pada tanggal 28 Desember 2009, 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan sebuah surat untuk menanggapi pertanyaan dari 

sekelompok firma hukum di Indonesia (sebagaimana terlampir).  Kami memahami bahwa inti dari 

tanggapan Menteri adalah perjanjian yang hanya dibuat dalam Bahasa Inggris tidak menjadi batal karena 

tidak sesuai dengan Pasal 31 dan akan tetap demikian dalam hal apapun, kecuali dan sampai dengan 

peraturan pelaksanaan (yang akan dibuat dalam bentuk peraturan presiden) menyebutkan sebaliknya. 

Menteri juga berpendapat bahwa peraturan pelaksanaan tidak akan berlaku surut dan bahkan jika 

peraturan tersebut mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, 

para pihak akan tetap bebas untuk memilih Bahasa Inggris sebagai bahasa yang berlaku dalam hal adanya 

inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

 

4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Sengketa PT Bangun Karya Pratama 

Lestari v Nine AM Ltd: Kami memahami bahwa pada bulan Juni 2013 Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

memutuskan bahwa sebuah perjanjian utang piutang yang secara tegas diatur berdasarkan hukum 

Indonesia antara debitur Indonesia dan kreditur asing menjadi batal ab initio karena melanggar UU 

24/2009 (sebagaimana terlampir). Pelanggaran UU 24/2009 membuat perjanjian tersebut batal karena 

perjanjian tersebut gagal memenuhi persyaratan dasar dari perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320 jo. 

Pasal 1335 jo. Pasal 1337 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, secara khusus bahwa 

perjanjian harus dibuat dengan causa yang halal, yakni, tidak melanggar setiap hukum atau peraturan 

yang berlaku. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan bahwa sifat “wajib” dari Pasal 31 

dari UU 24/2009 tidak akan berkurang dengan adanya klarifikasi Menteri tahun 2009 (yang tidak 

mengikat berdasarkan hukum Indonesia) serta peraturan pelaksanaan dari UU tersebut di masa depan. 

Maka, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak setuju dengan klarifikasi Menteri tahun 2009 tersebut. 

Meskipun kami memahami bahwa Indonesia memiliki sistem civil law yang tidak mengikuti sistem 

yurisprudensi yang mengikat, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini meningkatkan kemungkinan 

pelanggaran Pasal 31 dari UU 24/2009 akan digunakan pihak Indonesia sebagai alasan untuk keluar dari 

perjanjian yang dibuatnya.  
 

5. OTC derivatif, anggota pasar OTC derivatif dan Dokumen ISDA: Secara umum pasar OTC 

derivatif merupakan pasar antar negara di mana transaksi-transaksi sering terjadi antara para pihak yang 

terletak di yurisdiksi yang berbeda. Dokumen ISDA (yang pada dasarnya terdiri dari Perjanjian Induk 

ISDA dan Dokumen Pendukung Kredit, dan konfirmasi-konfirmasi transaksi yang dibaca bersama dengan 

Definisi terkait) merupakan dokumentasi standar pasar global untuk OTC derivatif. Dokumen ISDA 

dibuat dalam Bahasa Inggris karena Bahasa Inggris merupakan bahasa yang utama dalam perdagangan 

internasional dan transaksi keuangan. Sebagai aturan umum, para pihak yang masuk dalam transaksi 

dengan pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Induk ISDA melakukannya sebagai pihak yang setara, dan 

memang Lampiran Perjanjian Induk ISDA tahun 2002
2
 mencantumkan pernyataan-pernyataan standar

3
 

untuk tujuan ini. Umumnya, pihak dalam sebuah transaksi akan merupakan bank berlisensi atau lembaga 

keuangan lainnya yang teregulasi. Karenanya, mereka dapat tunduk pada peraturan perbankan atau 

keuangan lainnya yang mengatur bagaimana mereka melakukan bisnis OTC derivatif, terutama 

sehubungan dengan tipe produk dan dokumentasi yang dipersyaratkan untuk transaksi dengan nasabah. 

Kami memahami bahwa Bank Indonesia juga telah menerbitkan peraturan-peraturan tersebut untuk bank-

                                                           
2 Pernyataan serupa tercantum dalam Lampiran Perjanjian Induk ISDA 1992 oleh anggota pasar. 
3 Bagian 4(m)(i) dari Lampiran – Pernyataan Tambahan: Hubungan antara Para Pihak. 
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bank komersial di Indonesia.  

 

6. Mewajibkan dokumentasi berbahasa Indonesia dapat menghentikan anggota-anggota 

Indonesia dalam pasar OTC derivatif global: Menerjemahkan dokumen hukum, khususnya dokumen 

transaksi keuangan seperti dokumen ISDA ke dalam Bahasa Indonesia bukan merupakan hal yang mudah. 

ISDA dan anggota-anggotanya menyadari bahwa menghasilkan suatu terjemahan dokumen ISDA dengan 

kualitas baik akan memakan waktu dan tenaga. Waktu sangatlah penting untuk masuk ke dalam setiap 

transaksi OTC derivatif karena harga transaksi tersebut bergantung pada nilai pasar yang berlaku saat itu. 

Apabila para pihak dipersyaratkan untuk mempersiapkan dan menyepakati terjemahan Bahasa Indonesia 

pada saat yang bersamaan dengan dokumen Bahasa Inggris
4
, hal ini akan membuat para pihak secara 

praktis tidak mungkin atau secara ekonomi tidak dapat melakukan transaksi. Sebagai tambahan, ketika 

satu pihak adalah pihak asing yang jarang bertransaksi dengan pihak Indonesia, pihak asing tersebut dapat 

menganggap bahwa sangat tidak ekonomis untuk mengurus segala infrastruktur dan proses yang 

diperlukan untuk mendukung pembuatan terjemahan Bahasa Indonesia dan maka dari itu, dapat 

memutuskan untuk tidak bertransaksi dengan pihak Indonesia sama sekali. Saat ini, banyak transaksi 

valuta asing dikonfirmasi lewat pesan SWIFT. Kami berharap bahwa langkah maju ke arah konfirmasi 

elektronik dapat berkembang sehubungan dengan reformasi peraturan OTC derivatif global yang diawali 

oleh Dodd-Frank Act Amerika Serikat dan European Market Infrastructure Regulation Uni Eropa yang 

mewajibkan konfirmasi untuk sesegera mungkin dipertukarkan dan disetujui. Bank juga memahami 

bahwa konfirmasi secara elektronik akan lebih hemat biaya dan efisien untuk transaksi OTC derivatif 

yang sederhana dan karenanya Bank sedang berinvestasi pada infrastruktur yang mendukung tren ini. 

Baik SWIFT maupun platform konfirmasi elektronik global lainnya tidak menerima Bahasa Indonesia. 

Hal ini akan berarti bahwa pihak asing tidak dapat bertransaksi dengan pihak Indonesia (bahkan jika 

pihak asing tersebut ingin) karena pihak asing tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban perundang-

undangan sehubungan dengan konfirmasi tepat waktu. Sekilas, hal ini dapat dilihat sebagai kesempatan 

emas bagi bank-bank di Indonesia untuk mengambil alih bisnis tersebut dari bank-bank asing. Namun, 

kami berpendapat bahwa hal ini akan meningkatkan risiko ke Indonesia karena risiko dasarnya akan tetap 

berada di dalam negeri di antara bank-bank di Indonesia (yang mungkin tidak semutakhir bank-bank 

asing dalam mengelola risiko tersebut). Hal ini juga mungkin juga akan mendorong peningkatan harga 

kepada para nasabah di Indonesia. 

 

7. Tiada dasar yang jelas untuk mewajibkan dokumentasi dalam Bahasa Indonesia: Meskipun kami 

sepakat bahwa suatu pihak harus memahami ketentuan dalam suatu perjanjian, namun untuk 

menyimpulkan bahwa pihak Indonesia akan memahami suatu perjanjian karena perjanjian tersebut dibuat 

dalam Bahasa Indonesia adalah suatu penyederhanaan yang berlebihan. Di luar UU 24/2009, pihak yang 

dirugikan yang sekiranya tidak memahami perjanjian dapat mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum  

yang diakui terkait keadaan di mana terdapat satu pihak yang menyatakan bahwa ia tidak memahami 

suatu perjanjian – pada common law,  pembelaan “non est factum” dan di Indonesia, pembelaan bahwa 

adanya suatu kekhilafan, paksaan, atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Selain itu, setiap bank komersil di Indonesia diwajibkan oleh 

Bank Indonesia untuk menerapkan persyaratan-persyaratan tertentu (seperti menjelaskan risiko kredit, 

pelunasan, dan  pasar kepada nasabah) sebelum mengadakan transaksi derivatif dengan nasabah, yang 

sebenarnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Mewajibkan 

dokumentasi dibuat dalam Bahasa Indonesia dapat  menjadi kontra produktif, dalam hal bank anggota 

dapat tanpa disadari terdorong  untuk mengambil pendekatan “format lebih penting dari isi (form over 

substance)” – yakni, daripada melaksanakan uji tuntas sepatutnya, mereka dapat dengan mudah 

menyediakan suatu terjemahan Bahasa Indonesia kepada nasabah. Sebagai bagian dari proses uji tuntas 

suatu bank, jika bank menilai bahwa ia harus menyediakan terjemahan Bahasa Indonesia kepada nasabah, 

                                                           
4 Kami mencatat bahwa pertanyaan mengenai kapan dokumen dalam bahasa Indonesia harus disiapkan dan disepakati tidak 

pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 
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maka bank tersebut wajib menyediakannya. ISDA membantu anggota pasar terkait hal ini dengan 

menyediakan terjemahan. Hingga kini, ISDA telah menerbitkan 10 terjemahan Perjanjian Induk ISDA 

dalam berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia. ISDA juga telah menerbitkan terjemahan Bahasa 

Indonesia atas konfirmasi dan bagian-bagian relevan dari Definisi terkait transaksi derivatif valuta asing 

dan suku bunga tertentu. 

 

8.  Peraturan pelaksanaan: Atas dasar-dasar yang dijelaskan di atas, ISDA tidak mendukung 

ketentuan yang mewajibkan penggunaan dokumentasi dalam Bahasa Indonesia dan secara tegas meyakini  

bahwa kebebasan berkontrak para pihak (sebagaimana para pihak sepakati) wajib untuk dihormati. 

Namun demikian, ISDA menyadari bahwa hal ini memerlukan perubahan UU 24/2009. Untuk sementara, 

ISDA secara tegas mendorong adanya klarifikasi posisi pemerintah dengan cara mengeluarkan peraturan 

pelaksanaan yang menjelaskan penerapan Pasal 31 sebagai berikut: 

  Pasal 31 hanya berlaku dalam hal  (i) kedua pihak merupakan warga negara Indonesia 

(perorangan ataupun korporasi), atau (ii) salah satu pihak merupakan warga negara Indonesia 

(perorangan ataupun korporasi) dan para pihak telah secara tegas menyetujui bahwa perjanjian 

harus diatur oleh hukum Indonesia. 

  Dokumen dalam Bahasa Indonesia tidak perlu disiapkan dalam waktu bersamaan dengan 

dokumen dalam bahasa asing atau bersamaan dengan pelaksanaan transaksi tersebut. Para pihak 

dapat dalam perjanjian menyepakati waktu dan cara dokumen dalam Bahasa Indonesia tersebut 

disiapkan dan disetujui (atau dianggap disetujui) di antara para pihak bahkan saat para pihak 

sedang dalam sengketa. 

  Para pihak dapat menyetujui apakah dokumen dalam Bahasa Indonesia atau dokumen dalam 

bahasa asing
5
 yang akan berlaku dalam hal terjadi pertentangan di antara keduanya. 

  Sanksi atas ketidakpatuhan akan ditentukan dalam bentuk denda dalam suatu jumlah yang pasti 

yang dinyatakan pada peraturan pelaksanaan tersebut. Peraturan pelaksanaan mengklarifikasi 

secara tegas bahwa ketidakpatuhan tidak akan mempengaruhi keabsahan atau dapat 

dilaksanakannnya perjanjian terkait.   

 

Kami dengan sangat senang hati bersedia membantu dalam hal apapun. Silakan menghubungi Jacqueline 

Low (jlow@isda.org, +65 6538 3879) atau Keith Noyes (knoyes@isda.org, +852 2200 5909) 

sebagaimana diperlukan. 

 

Hormat kami, 

Untuk The International Swaps and Derivatives Association, Inc. 

 

 

 

 

Keith Noyes      Jacqueline ML Low  

Regional Director, Asia Pacific    Senior Counsel Asia 

                                                           
5
 Kami mencatat bahwa pertanyaan mengenai apakah para pihak dapat menyetujui bahwa dokumen dalam Bahasa Inggris 

menjadi dokumen yang mengikat secara hukum, tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 

mailto:jlow@isda.org
mailto:knoyes@isda.org
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Schedule 1 

Klarifikasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia – 28 Desember 2009 
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Schedule 2 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Sengketa PT Bangun Karya Pratama Lestari v 

Nine AM Ltd 








































































































































